ISSN No. 19783787
Open Journal Systems 7363
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
SECARA BERLANJUT BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY

Oleh
Rina Shanty Dewi Nainggolan*, Syahrul Borman?, Nur Handayati®,
Dudik Djaja Sidarta*
L234niversitas Dr. Soetomo , 085230057921, Surabaya
E-mail: rinashantynaing@gmail.com 2m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id
3nur.handayati28 @gmail.com “dudik.djaja@unitomo.ac.id

Abstract
Tindak pidana persetubuhan belum secara eksplisit disebut dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun
1946), namun dapatihubungkan dengan ketentuan dalam Buku I KUHP, PasalZ@s, yang
mengatur ancaman pidana terkait perbuatan serupa. Saat ini, pengaturan hukum terkait
persetubuhan mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak (UUR). Dalam membuat putusan, hakim mempertimbangkan pokok perkara
yang tercantum dalam berkas perkara baik di bidang perdata maupun pidana. Penelitian ini fokus
pada penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak
secara berlajut berdasarkan Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY, serta analisis yuridis
putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana pada perkara tersebut. Metode penelitian
menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) untuk menelaah penerapan norma hukum
dalam praktik, dan pendekatan peraturan perundangangan (Statute Approach) untuk
menelaah semua undagdang terkait isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempelajari seluruh berkas perkara, berita acara
persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Mig,
memori banding dan kontra memori banding, serta tambahan memori banding sebelum
mengambil keputusan dalam putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY.
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PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik IndonesigPerlindungan Anak, Pasal 1 angka 2, yang
berdiri atas dasar Pancasila dan Undangnenjamin anak hidup, tumbuh, berkembang,
Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahveerpartisipasi, dan terlindungi dari kekerasan
seluruh warga negara wajib menaati aturan daserta diskriminasi.
norma yang berlaku. Tujuan berdirinya negara Indonesia  sebagai negara  hukum
tercantum dalam Alinea keempat Pembukaamenjunjung supremasi hukum dengan tujuan
UUD 1945 yakni memberikan perlindungan menciptakan ketertiban, kerukunan, dan
kepada seluruh bangsa Indonesia, termasgerdamaian. Namun, realitas menunjukkan
setiap individu. Anak dipandang sebagaadanya tindak kejahatan yang mengancam
amanah yang memiliki martabat dan hak untuketertiban sosial. Tindak pidana pencabulan
memperoleh perlindungan hukum,dan pemerkosaan melifian paksaan atau
sebagaimana ditegaskan dalam Undang@ncaman, sedangkan persetubuhan didasari rasa
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tang suka sama suka dan persetujuan kedua pihak.
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